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Abstrak
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuat kebijakan dalam bentuk program Nagari/Desa
Mandiri Pangan untuk mewujudkan kemandirian pangan. Melalui program tersebut, nagari
penerima manfaat program mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan nagari. Hasil
evaluasi, Program Nagari Mandiri Pangan belum mampu mencapai tujuannya secara
maksimal. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah
teridentifikasinya Pola Perencanaan Penyuluhan Peterenakan Berbasis Jariangan Peternak
untuk Mendukung Kemadirian Pangan Hewani Nagari di Sumatera Barat. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu studi kasus. Jumlah informan
penelitian sebanyak 10 orang informan. Data penelitian dikupulkan dengan menggunakan
teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini adala di 3 nagari dan 1
kelurahan yang tersebar di 4 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisa data
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif melalui alat
analisis sintesis. Hasil dari penelitian ini menemukan pola perencanaan program penyuluhan
peternakan yang disusun oleh penyuluh yaitu menggunakan pendekatan partisipatif.
Pendekatan partisipatif ini dapat terlaksana dikarenakan adanya kekuatan jaringan antar
pelaku disektor peternakan. Sehingga partisipasi mereka dapat menjadi kekuatan dalam
menyusun perencanaan penyuluha peternakan dalam rangka membantu pencapaian
ketahanan pangan nagari.

Kata Kunci: penyuluh, perencanaan partisipatif, partisipasi, pembangunan.

Abstract
West Sumatra Provincial Government makes policies in the form of Nagari / Village Mandiri
Food to realize food independence. Through the program, the beneficiary of the program
gets help according to the needs of nagari. Evaluation results, Nagari Mandiri Food Program
has not been able to achieve its goals to the maximum. Based on the problem, the purpose
of this study is to identify the Planning Pattern of Extension Planning Based on Farm Based
on Farm Based to Support the Self-Self-Food of Nagari Animals in West Sumatra. This
research uses qualitative methods. This type of research is case studies. The number of
research informants is 10 informants. Research data is proposed using interview,
observation and documentation techniques. The research location is located in 3 nagari and
1 village spread across 4 districts in West Sumatra Province. The data analysis technique
used in this study is to use qualitative descriptive through synthesis analysis tools. The
results of this study found the pattern of planning a farm extension program compiled by
the extension, which is using a participatory approach. This participatory approach can be
implemented due to the network strength between the actors in the farm sector. So their
participation can be a force in preparing the planning of breeding farming in order to help
achieve nagari food security.
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PENDAHULUAN
Pemerintah provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Program Nagari Mandiri

Pangan semenjak tahun 2017 sampai saat sekarang ini. Tujuan dari programnya yaitu
membangun ekonomi masyarakat dan memenuhi pangan masyarakat miskin pada daerah
rawan pangan di nagari Sumatera Barat. Jumlah nagari yang mendapatkan program ini
sebanyak 74 nagari. Namun, hasil dari pelaksanaan program belum mencapai target capaian
dan tujuan program mandiri pangan[1].

Salah satu penyebab hasil program ini belum memenuhi harapan karena masih
kurang optimalnya peran penyuluhan pertanian sebagai pendamping untuk mendukung
pencapaian tujuan Program Nagari Mandiri Pangan. Mestinya penyuluhan pertanian dapat
membantu mewujudkan ketahanan pangan[2], mengoptimalkan produksi pertanian, transfer
pengetahuan dan teknologi kepada petani[3][4]. Selain itu juga dapat mendorong dan
menjamin keberlanjutan produksi komoditi pertanian pangan yang dihasilkan oleh petani[5].

Untuk mengoptimalkan peran penyuluhan pertanian/peternakan, dibutuhkan
program penyuluhan dari hasil perencanaan program yang disusun dengan model
perencanaan partisipatif. Namun demikian, penyuluh mengalami kesulitan untuk
mengoptimalkan partisipasi petani dalam proses perencanaan program penyuluhan[6].
Padahal dalam prosesnya membutuhkan keterlibatan aktif beberapa kelompok
kepentingan[7][8] untuk menghasilkan perencanan program penyuluhan
pertanian/peternakan dalam mendukung tercapainya tujuan Program Nagari Mandiri Pangan.

Oleh karena itu, dibutuhkan rekayasa pola perencanaan program penyuluhan
pertanian/peternakan yang dapat merumuskan rencana program penyuluhan sesuai dengan
kebutuhan Program Nagari Mandiri Pangan. Pola tersebut dapat dikembangkan dengan
memanfaatkan potensi modal sosial[9][10] yang dimiliki oleh petani/peternak penerima
manfaat Program Nagari Mandiri Pangan.

Inovasi tersebut penulis tawarkan berdasarkan penelitian terdahulu yang
menemukan bahwasannya bonding social capital dapat mengoptimalkan partisipasi petani
dalam proses perencanaan penyuluhan pertanian. Hasil akhir dari perencanaannya dapat
mengakomodir kebutuhan petani/peternak dalam program penyuluhan pertanian[11],[12].
Dimensi jaringan yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk jaringan sosial tanpa
mengesampingkan bentuk lain modal sosial seperti trust dan norma. Penelitian ini belum
ada dilakukan oleh peneliti sebelumnya, khusus yang menghasilkan Pola Perencanaan
Penyuluhan Peterenakan Berbasis Jariangan Peternak untuk Mendukung Kemadirian Pangan
Hewani Nagari di Sumatera Barat.

Tujuan umum penelitian ini menghasilkan Pola Perencanaan Penyuluhan Peterenakan
Berbasis Jariangan Peternak untuk Mendukung Kemadirian Pangan Hewani Nagari di
Sumatera Barat. Untuk tujuan khusus penelitian ini pada Tahap I: Mendeskripsikan pola
perumusan perencanaan program penyuluhan peternakan di lokasi studi kasus. Tahap II:
Mengeksplorasi dan mengkuantifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan jaringan
peternak sebagai basis perencanaan penyuluhan perternakan. Tahap III: Merumuskan pola
perencanaan penyuluhan pertanian berbasis jaringan peternak.

Penelitian ini penting dilakukan karena belum ada hasil kajian yang merumuskan
model perencanaan penyuluhan pertanian berbasis modal sosial dengan memasukkan tiga
bentuk modal sosial yang ada dalam kehidupan petani. Penelitian terdahulu menggunakan
Umbrella Models untuk meningkatkan kualitas perencanaan program penyuluhan[13].

Model yang dihasilkan nantinya dapat mengembangkan teori communicative
planning yang dimanfaatkan dalam perencanaan penyuluhan pertanian sub sector
peternakan. Selain itu, model tersebut dapat menjadi rujukan oleh pemangku kepentingan
dalam mengoptimalkan peran penyuluhan pertanian untuk membantu tercapainya tujuan
program Nagari Mandiri Pangan di Sumatera Barat.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari

pengumpulan data kualitatif di tahap pertama adalah untuk mengeksplorasi fenomena yang
ada terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kuantitatif untuk
menjelaskan hubungan variable yang ditemukan dalam data kualitatif[33], [34]. Jenis
penelitian yang digunakan yaitu studi kasus, karena dapat membantu menjawab pertanyaan
penelitian berbentuk how dan why serta dapat membantu mempertahankan karakteristik
holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata [35]. Jenis data yang
digunakan dikelompokkan berdasarkan sumbernya yaitu data primer dan data sekunder.
Teknik Pengumpulan data digunakan teknik wawancara, kuesioner, FGD, observasi dan
dokumentasi. Informan penelitian sebanyak 10 orang informan. Teknik analisa data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif melalui alat analisis
sintesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian Menurut Peraturan
Menteri Pertanian

Dalam Undang – undang no 16 tahun 2006 tentang tentang system penyuluhan
pertanian, perikanan dan perkebunan merupakan kebijakan tertinggi di level makro yang
mengatur perencanaan penyuluhan pertanian nagari. Dalam undang – undang ini
dijelaskan bahwa perencanaan program penyuluhan disusun dari wilayah kerja terendah
yaitu desa/nagari hingga ketingkat paling tinggi yaitu pemeritah pusat dengan
menggunakan pendekatan partisipatif. Undang-Undang tersebut diterjemahkan ke dalam
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan
Perencanaan Penyuluhan Pertanian.

Perencanaan penyuluhan pertanian haruslah disusun dengan mempertimbangkan
sinergitas dan keterpaduan dengan proses perencanaan pembangunan pertanian di
wilayah tersebut. Perencaaan penyuluhan pertanian disusun setiap tahun yang akan
dijalankan di tahun berikutnya. Penyusunan perencanaan penyuluhan dilakukan dengan
menggunakan pendekatan partisipatif. Hal ini bertujuan agar perencaaan tersebut dapat
menjawab seluruh kebutuhan dan permasalahan petani dan pelaku usaha di sektorn
pertanian.

Secara ideal proses penyusunan perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat
nagari/desa digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Proses Perencanaan Program Penyuluhan Menurut Peraturan Menteri Pertanian
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Gambar diatas menjelaskan bagaiman proses perencanaan partisipatif. Petani
memiliki ruang untuk terlibat dalam tahapan perencanaan. Petani melakukan analisis
terhadap permasalahan mereka lalu mencari solusi untuk mengatasinya. Kegiatan seperti
ini juga akan membangun kepercayaan diri pentani dalam mengambil keputusan dan
membangun kemandirian.

Ada enam tahap yang dilalui dalam proses perencanaan penyuluhan pertanian pada
level nagari, yang dijabarkan sebagai berikut :
1. Melakukan kegiatan indentifikasi kondisi eksisting. Melalui kegiatan ini dapat diketahui
fakta dan data yang jelas mengenai wilayah penyuluhan. Data-data ini didapatkan
dengan menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) sebagai alat yang
melibatkan masyarakat (petani) desa/nagari supaya bisa saling berbagi, meningkatkan,
dan menganalisis pengetahuan mereka terhadap kondisi dan kehidupan desa/nagari,
serta membuat rencana dan tindakan nyata (Chambers, 1996). Penyuluh juga bisa
menggunakan data sekunder yang telah tesedia di tingkat pemerintah nagari. Data
dan informasi yang digali melalui metode tersebut diantaranya adalah potensi
desa/nagari, monografi desa/nagari, jenis komoditas unggulan desa/nagari dan tingkat
produktivitasnya, keberadaan Kelompok Tani (POKTAN)/Gabungan Kelompok Tani
(GAPOKTAN), keberadaan kelembagaan agribisnis desa, dan menjaring
masalahmasalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Dalam
prakteknya, sebelum dilaksanakannya PRA, penyuluh bersama-sama petani, pelaku
usahatani dan perangkat pemerintah nagari melakukan kegiatan persiapan supaya
memiliki kesamaan pandangan dan pemahaman dalam praktek PRA untuk menggali
data dan informasi nagari. Kegiatan terakhir dalam tahapan penetapan keadaan ini
adalah penyuluh melakukan sisntesis program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
perwakilan kelompok tani yang ada di desa/nagari. Kegiatan ini dimaksudkan untuk
menggabungkan kebutuhan kelompok yang telah terjaring dengan program atau
kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas/instansi lingkup pertanian di desa/nagari.
Harapan dari kegiatan ini adalah terjadinya sinergitas antara kebijakan, program dan
kegiatan dinas/instansi lingkup pertanian dengan kebutuhan kelompok, sehingga
pelaksanaan kegiatan penyuluhan dapat lebih efektif dan saling mendukung satu sama
lainnya.

2. Penetapan Tujuan perencanaan penyuluhan pertanian. Dalam pelaksanaanya, tujuan
ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyuluh pertanian dengan petani.
Fokus utama yang diinginkan dari kegiatan penetapan tujuan yaitu pernyataan
tentang perubahan/perbaikan yang hendak dicapai melalui kegiatan penyuluhan
pertanian. Perubahan/perbaikan tersebut lebih ditekan pada perilaku dan kondisi
pelaku utama dan pelaku usaha yang hendak dicapai dengan cara menggali dan
mengembangkan potensi yang mereka miliki secara individu, keluarga dan
lingkungannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang.
Keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan harus dapat diukur, dapat dikerjakan,
realistis, dan memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
tersebut (Departemen Pertanian, 2004).

3. Penetapan Masalah yang dihadapi oleh petani. Pada tahapan ini, permasalahan yang
dimaksud dapat berupa kendala yang akan dihadapi untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan oleh penyuluh dengan petani. Kendala tersebut dapat saja berasal dari
petani itu sendiri yang masih terbatas dalam melakukan adopsi terhadap
inovasi/teknologi yang diberikan kepada mereka. Kendalanya juga bias bersumber dari
luar seperti keterbatasan dukungan sarana dan prasarana untuk kelancaran usahatani,
sepertinya keterbatasan ketersediaan pupuk, benih/bibit dan modal. Dikarenai
permasalahan yang akan mucul cukup banyak dan tidak mungkin bisa diselesaikan



Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah
p-ISSN : 1693-2617 e-ISSN : 2528-7613

Vol. 17 No. 2 Oktober 2023 103
This work is licensed under a CC BY-SA

hanya dengan kegiatan penyuluhan pertanian, maka dalam tahapan ini penyuluh
bersama dengan petani menetapkan permasalahan prioritas melalui kegiatan
penetapkan kriteria masalah; menyepakati skoring pengkriteriaan; penilaian masalah
dgn skoring; menetapkan prioritas masalah

4. Penetapan Rencana Kegiatan. Muatan yang terdapat pada penetapan rencana
kegiatan adalah gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai
tujuan, bagaimana caranya, siapa yang melakukan, siapa sasarannya, dimana, kapan,
berapa biayanya, dan apa hasil yang akan dicapai untuk memecahkan masalah yang
dihadapi dan merespon peluang yang ada. Kegiatan yang direncanakan perlu
mempertimbangkan kondisi kemampuan petani, ketersediaan sumberdaya pendukung
usahatani dan penyuluhan pertanian, kompetensi penyuluh pertanian, kondisi sosial
ekonomi masyarakat dan alokasi dukungan pendanaan kegiatan penyuluhan pertanian.
Pada bahagian ini perlu juga dijelaskan siapa melakukan apa kapan dan bagaimana.
Keseluruhan poin-poin yang terdapat pada rencana kegiatan tertuang dalam matriks
rencana kegiatan berisikan tentang masalah, kegiatan, metode, keluaran, sasaran,
volume/ frekuensi, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penanggungjawab,
pelaksanaan dan pihak terkait.

5. Finalisai Perencanaan Penyuluhan Pertanian/Peternakan Desa/Nagari. Kegiatan yang
dilakukan pada tahapan ini adalah pertemuan-pertemuan yang dimotori oleh para
penyuluh pertanian di desa/kelurahan/nagari dan dihadiri kepala desa/walinagari,
pengurus kelembagaan pelaku usaha, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya yang
bertugas di desa/nagari. Setelah data dan informasi yang didapatkan dirasa telah
memenuhi kebutuhan untuk menyusun dokumen perencanaan penyuluhan pertanian,
maka penyuluh secara mandiri akan menuliskan keseluruhannya dalam dokumen
perencanaan penyuluhan pertanian yang sistematikanya telah ditetapkan oleh
dinas/instansi terkait penyuluhan pertanian. Setelah dokumen disempurnakan, maka
penyuluh pertanian akan meminta tanda tangan pihak yang terlibat dalam
penyusunannya seperti perwakilan dari petani dan diketahui oleh kepala
desa/kelurahan/walinagari. Tahapan terkahir yaitu keenam, dokumen perencanaan
tersebut diserahkan kepada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) atau BP3K sebagai
bahan untuk menyusun perencanaan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan.
Dokumen perencanaan penyuluhan pertanian/peternakan tingkat nagari,

diharapkan telah selesai disusun pada bulan September tahun berjalan. Penyusunan
programa penyuluhan dilakukan oleh penyuluh pertanian bersama para pelaku utama
(petani) dan pelaku usaha serta organisasi petani secara partisipatif. Pada tahapan
pertama sampai dengan kelima seperti yang terlihat pada Gambar 18, PPL bersama-sama
petani menjadi pelaku aktif untuk menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan
dalam perencanaan penyuluhan pertanian. Pada tahapan kelima dan enam, petani tidak
lagi banyak terlibat, karena tahapan tersebut lebih didominasi oleh PPL.

2. Pola Perencanaan Program Penyuluhan Peternakan Berbasis Jaringan
Peternakan

Untuk mewujudkan kemandirian pangan Nagari, dibutuhkan intervensi banyak
pihak. Hal ini dikarenakan banyak aspek yang dapat mempengaruhi untuk dapat
terwujudnya kemandirian pangan Nagari. Salah satu aspek penentu adalah kompetensi
pelaku utama yaitu petani/peternak yang menjalankan program dan kegiatan
kemandirian pangan nagari.

Peningkatan kompetensi sdm peternak dapat dilakukan dengan menjalankan
program penyuluhan. Untuk mengefektifkan program penyuluhan peternakan, biasanya
penyuluh menggunakan pendekatan kelompok dan terkadang pendekatan individu. Hal
ini bertujuan agar kegiatan penyuluhan dapat dilaksanakan dengan biaya, waktu dan
tenaga yang tidak banyak.
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Agar pelaksanaan penyuluhan pada sub sektor peternakan dapat dilaksanakan
secara sistematis dan terukur, penyuluh perlu menyusun perencanaan program
penyuluhan. Perencanaan program penyuluhan merupakan acuan bagi para penyuluh
dalam melaksanakan program dan kegiatan penyuluhan. Dimana dalam pelaksanaanya,
dibutuhkan data dan informasi didapatkan dari peternak.

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun perencanaan program
penyuluhan peternakan, bersifat data primer dan data sekunder. Oleh karena itu,
keterlibatan peternakan dalam proses penyusunan perencanaan program penyuluhan
peternakan sangat dibutuhkan oleh penyuluh. Untuk mengotimalkan keikut sertaan
peternakan dalam proses tersebut, dapat dilakukan dengan cara mengotimalkan potensi
modal sosial yang dimiliki oleh peternak. Salah satu bentuk modal sosial yang
dimanfaatkan penyuluh yaitu jaringan. Adapun pola perencanaan program penyuluhan
yang dilakukan dengan cara memanfaatkan jaringan peternak dapat dilihat melalui
gambar berikut ini.

Gambar 2. Pola Perencanaan Program Penyuluhan Peternakan Berbasis Jaringan Peternak di
Lokasi Penelitian

Merujuk pada Gambar 2 di atas, terdapat beberapa tahapan dalam menyusun
perencanaan program penyuluhan peternakan. Tahapan tersebut terdiri dari, perumusan
keadaan, penetapan tujuan, penetapan masalah, penetapan rencana kegiatan dan
pengesahan programa penyuluhan peternakan. Dalam tahapan tersebut, terdapat
beberapa tahapan yang membutuhkan keterlibatan peternakan dan pelaku utama lainnya.
Adapun tahapan tersebut yaitu perumusan keadaan, penetapan tujuan dan penetapan
masalah seabagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang informan dalam penelitian
ini:

“… Pada saat perencanaan program penyuluhan peternakan disusun, terdapat
beberapa tahapan yang membutuhkan keterlibatan peternak sebagai sumber data dan
informasi. Adapun tahapan tersebut yaitu perumusan keadaan, penetapan tujuan,
penetapan masalah…”

Oleh karena itu, seorang penyuluh yang berperan sebagai fasilitator dalam
perumusan perencanaan program penyuluhan peternakan perlu menggunakan strategi
khsus agar peternak yang ada didaerah kerjanya mau terlibat dalam proses tersebut.
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Fakat yang ditemukan di lokasi penelitian, penyuluh memanfaatkan kekuatan
jaringan yang dimiliki peternak. Jaringan peternak tersebut dapat mempengaruhi
peternak lainnya untuk mau terlibat dalam setiap tahapan perencanaan program
penyuluhan peternakan. Jaringan tersebut terbentuk berdasarkan keterkaitan kegiatan
usaha peternakan yang dilakukan oleh peternak.

Dalam pelaksanaannya, penyuluh memanfaatkan tokoh-tokoh peternak untuk mau
membantu mengumpulkan peternak yang ada di daerah tersebut. Melalui kekuatan
jaringan tokoh peternak, maka jumlah partisipan dalam kegiatan perencanan program
penyuluhan dalam memenuhi kuota yang dibutuhkan oleh penyuluh. Jumlah peserta
yang cukup, menjadi kekuatan penyuluh dalam menggali data dan informasi terkait
dengan perumusan keadaan. Data dan informasi tersebut nantinya menjadi bahan utama
dalam menetapkan tujuan, masalah dan merumuskan perencanaan program penyuluhan
peternakan.

Pada saat adanya data dan informasi yang bersumber dari peternak dan pelaku
utama lainnya, maka program dan kegiatan penyuluhan yang dirumuskan dalam
perencanaan program penyuluhan benar-benar sesuai dengan kebutuhan peternakan.
Keuntungan lainnya dari pemanfaatan jaringan yang dimiliki oleh peternak yaitu
penyuluh mendapat kemudahaan dalam melaksanakan perencanaan program
penyuluhan peternakan.

PENUTUP
Pola perencanaan program penyuluhan pertanian sub sektor peternakan yang

digunakan oleh penyuluh adalah menggunakan pendekatan partisipatif. Pola ini dapat
digunakan karena adanya kekuatan jaringan yang dimiliki oleh para peserta perencanaan.
Adanya terbangun jaringan antara penyuluh dengan peternak, masyarakat penerima
program dan pemangku kepentingan di nagari, membuat penyuluh dengan mudah
menyelenggarakan perencanaan penyuluhan peternakan dengan metode partisipatif. Namun
demikian, penyuluh dan peserta perencanaan program penyuluhan peternakan masih tetap
merujuk pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mewujudkan ketahanan
pangan nagari. Akan tetapi, bentuk partisipasi yang diberikan tidak semuanya berbetuk utuh,
sebagian dari mereka hanya memberikan partisipasi dalam bentuk kehadiran. Meskipun
demikian, ada juga dari peserta yang memberikan partisipasinya dalam berbagai macam
bentuk yaitu waktu, materi dan sumbang pendapat dan pikiran.
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